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This study aims to analyze the relationship between hospital compliance with Corporate 
Income Tax (PPh) and its impact on financial performance, by considering the role of tax 
incentives, tax literacy, and digitalization of the fiscal accounting system. The results of 
the study indicate that compliance with Corporate Income Tax has a significant effect on 

the efficiency of asset use, reflected in an increase in Return on Assets (ROA), although it 
does not consistently affect the Return on Equity (ROE) and Return on Investment (ROI) 
indicators. This finding strengthens the argument that good tax liability management, 
supported by the use of incentives and digital transformation, can strengthen the financial 
stability and accountability of hospitals. Therefore, synergy between government fiscal 
policy and strengthening the internal capacity of hospitals is the key to creating healthy 
and sustainable financial governance in the health sector. 
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1. PENDAHULUAN 
Di Indonesia, sektor kesehatan sangatlah penting karena kontribusinya tidak hanya terhadap kondisi kesehatan 

masyarakat, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Secara konkret, sektor kesehatan 

memberikan kontribusi yang signifikan dalam penciptaan lapangan kerja, baik melalui tenaga medis, paramedis, 

peneliti, maupun industri pendukung lainnya seperti farmasi dan teknologi medis. Tidak hanya itu, sektor kesehatan 

juga memberikan kontribusi besar dalam peningkatan kontribusi pajak. Pendapatan yang dihasilkan oleh industri 

kesehatan, baik dari layanan medis,  penjualan obat-obatan, atau investasi dalam riset dan pengembangan memberikan 

sumber pendapatan yang vital bagi pemerintah untuk mendukung layanan kesehatan publik dan infrastruktur 

kesehatan lainnya (Sholihati & Kiswara, 2024). 
Rumah Sakit (RS) dibedakan menjadi Rumah Sakit Publik yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba, dan Rumah Sakit Privat yang biasanya dikelola oleh badan 

hukum dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Persero. Dalam 

ketentuan bentuk usaha nirlaba memang RS tetap dituntut untuk dapat menjaga standard mutu pelayanan kesehatan 

sebagai acuan dalam melayani pasiennya. Sehingga membutuhkan sarana serta prasarana serta tenaga profesional 

yang sesuai dengan standar. Dari perspektif pembiayaan, RS Publik yang bersifat nirlaba mendapatkan sumber dana 

dari anggaran pemerintah atau pemerintah daerah, selain pendapatan dari kegiatan rumah sakit itu sendiri. Berbeda 

dengan RS Privat yang sangat mengandalkan pemerimaan dari kegiatan operasional rumah sakit, oleh karenanya RS 

Privat harus mengoptimalkan semua aspek keuangan termasuk memanfaatkan insentif pajak. Seperti yang tertuang 
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pada UU RS pasal 30 ayat 1.h, yang menyatakan bahwa RS pendidikan mendapat insentif pajak yang lebih lanjut akan 

diatur dengan peraturan permerintah (PP) (Tentunata et al., 2023). 

Sebagai entitas bisnis yang menyediakan layanan kesehatan, memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan 
perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak oleh rumah sakit tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi 

juga mencerminkan tata kelola keuangan yang baik dan transparan dalam institusi tersebut. 

Selain itu, transformasi digital dalam sistem akuntansi perpajakan rumah sakit menjadi fokus penting untuk 

meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan fiskal. Implementasi sistem informasi akuntansi yang terintegrasi 

dapat mempercepat proses pencatatan transaksi, meningkatkan akurasi data keuangan, dan mempermudah pelaporan 

pajak(Nadiva & Safriantini, 2024). 

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di sektor 

rumah sakit, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) terkait pengaruh langsung kepatuhan pajak terhadap 

kinerja keuangan rumah sakit. Sebagian besar studi fokus pada aspek kepatuhan formal, seperti pelaporan dan 

pembayaran pajak tepat waktu, tanpa mengkaji dampaknya terhadap indikator kinerja keuangan, seperti profitabilitas, 

likuiditas, dan solvabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara 
mendalam hubungan antara kepatuhan rumah sakit terhadap PPh Badan dan dampaknya pada kinerja keuangan 

institusi. Dengan fokus pada sektor rumah sakit, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih 

mendalam mengenai bagaimana kepatuhan pajak mempengaruhi stabilitas dan efisiensi keuangan rumah sakit, serta 

memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor kesehatan. 

Menurut penelitian Lilis Sholihati, Endang Kiswara (2024). Setelah dilakukan pengolahan data, penelitian 

menyimpulkan bahwa pajak penghasilan badan memiliki hubungan dengan kinerja keuangan. Terdapat perbedaan 

yang signifikan antara pajak penghasilan badan dengan kinerja keuangan ROA setelah perubahan tarif pajak. Namun, 

tidak terdapat perbedaaan yang signifikan antara pajak penghasilan dengan kinerja keuangan ROI dan ROE setelah 

adanya perubahan tarif pajak. Selanjutnya, hubungan antara pajak penghasilan dengan semua indikator kinerja 

keuangan yaitu ROA, ROI, dan ROE terdapat perbedaan secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa sebelum pandemic 

Covid-19, beban pajak yang dibayarkan cukup besar daripada pajak yang dibayarkan setelah pandemi Covid-19 yang 

disebabkan karena adanya perubahan tarif pajak.  
Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang wajib pajak berdampak positif dan signifikan dan sebaliknya 

kesadaran wajib pajak tidak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak serta pengaruh pengetahuan 

perpajakan dan kesadaran wajib pajak bersifat simultan terbukti mempunyai dampak positif terhadap kepatuhan 

sebesar 15,2% dan sisanya sebesar 84,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi (Manullang et al., 2025) 

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana tingkat kepatuhan rumah sakit, Meskipun sektor 

kesehatan di Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak 

negara, terdapat indikasi bahwa kepatuhan pajak di kalangan rumah sakit, khususnya dalam hal pelaporan dan 

pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan, masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan 

mengenai sejauh mana kepatuhan pajak rumah sakit mempengaruhi kinerja keuangan mereka, serta faktor-faktor apa 

saja yang memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan pajak terhadap kinerja keuangan rumah sakit di 
Indonesia, dengan fokus pada PPh Badan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak rumah sakit, seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan 

implementasi sistem informasi akuntansi perpajakan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

wawasan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kepatuhan pajak dan kinerja keuangan rumah sakit, serta 

memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor kesehatan. 

 

2. LANDASAN TEORI 
2.1 Insentif pajak  

Insentif pajak merupakan kebijakan fiskal yang dirancang untuk meringankan beban perpajakan entitas bisnis, 

termasuk rumah sakit, dengan tujuan meningkatkan likuiditas dan mendukung keberlanjutan operasional. Menurut 

teori sinyal, pemberian insentif pajak dapat menjadi indikator positif bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya 

mengenai prospek dan stabilitas keuangan suatu institusi (Dewi & Rohman, 2023). 

Sebagai contoh, studi pada Rumah Sakit X menunjukkan bahwa setelah memanfaatkan insentif pajak yang 
diberikan selama pandemi COVID-19, terjadi peningkatan ROA dari 1,63% menjadi 1,71%, ROE dari 1,83% menjadi 
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1,93%, dan ROCE dari 2,96% menjadi 3,06% (Tarmidi & Achmad, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa insentif pajak 

tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meringankan beban fiskal, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memperkuat 

kinerja keuangan dan daya saing institusi kesehatan 

2.2 Kepatuhan Pajak rumah sakit  
Kepatuhan rumah sakit terhadap kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan, memainkan 

peran krusial dalam menjaga stabilitas dan transparansi keuangan institusi kesehatan. Penelitian di Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Filing berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak, dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi yang signifikan(Fendinata, 2017). 

Kepatuhan pajak merujuk pada kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai regulasi 

yang berlaku. Dalam era digital, kepatuhan pajak ditopang oleh sistem digital yang memungkinkan pemantauan dan 

pelaporan secara otomatis. Menurut Harahap et al. (2024), digitalisasi pajak tidak hanya mendorong peningkatan 

kepatuhan, tetapi juga memperkuat sistem kontrol internal melalui audit digital. Kepatuhan  meningkat  secara  

signifikan  ketika  proses  perpajakan  menjadi  lebih  sederhana,  cepat,  dan transparan, terutama dengan adanya 

notifikasi otomatis dan pelaporan waktu nyata (Lung et al., 2024). 
Penelitian yang dilakukan oleh Anggreni & Noviari (2020) di Rumah sakit XYZ di Kota Denpasar, Bali. 

Penelitian ini menyatakan bahwa kewajiban atas pajak penghasilan pasal 21 kurang baik dan tidak adanya kepatuhan. 

Terjadi keterlambatan pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan PPh 21 sehingga Rumah Sakit XYZ memiliki 

kewajiban yang harus dilunasi yaitu sanksi bunga dan denda akibat adanya keterlambatan penyetoran dan pelaporan 

pajak penghasilan PPh 21(Anggreni & Noviari, 2020). 

2.3 Pajak Penghasilan Badan 
Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan kewajiban fiskal yang signifikan bagi rumah sakit, terutama yang 

berstatus swasta atau berbentuk yayasan. Dalam studi yang dilakukan oleh Firdaus, Nurpadi, dan Tianingsih (2023), 

ditemukan bahwa perhitungan PPh Badan pada KPRI Kokardan menunjukkan perbedaan yang signifikan antara 

metode berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 dan Undang-Undang (UU) No.36 Tahun 2008 

(Firdaus et al., 2023).  

Dengan demikian, kepatuhan terhadap PPh Badan dan perencanaan pajak yang efektif sangat penting bagi rumah 
sakit untuk memastikan stabilitas keuangan dan keberlanjutan operasional. Implementasi sistem perpajakan yang baik, 

pemanfaatan insentif pajak, serta digitalisasi proses perpajakan dapat membantu rumah sakit dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan dan meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan. 

2.4 Kinerja Keuangan Rumah Sakit  
 Kinerja keuangan yaitu dasar adanya penilaian terkait dengan kondisi finansial perusahaan berupa gambaran 

mengenai kondisi keuangan pada periode tertentu yang dapat dilihat berdasarkan analisis terhadap laporan keuangan. 

Kinerja keuangan pada suatu perusahaan telah menjadi salah satu point yang dapat dibilang penting dalam rangka 

menilai prospek perusahaan pada periode mendatang. Informasi pada kinerja keuangan perusahaan dinilai dapat 

mengatasi apabila terjadi masalah mengenai keuangan sehingga memungkinkan dapat mengambil keputusan yang 

cepat dan tepat. Pihak yang memiliki kepentingan sangat membutuhkan hasil dari penilaian kinerja keuangan agar 

dapat digunakan dalam hal melihat bagaimana keadaan perusahaan beserta tingkat keberhasilannya dalam mengelola 
kegiatan operasional perusahaan. (Kurniawan 2021, 23). Kinerja keuangan mampu diukur dengan berbagai cara salah 

satunya dapat menggunakan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan. Kinerja keuangan mampu diukur dengan 

berbagai cara salah satunya dapat menggunakan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan. Analisis laporan 

keuangan adalah suatu analisis atas laporan keuangan pada perusahaan dimana dalam analisis tersebut menggunakan 

komponen yang ada pada laporan keuangan terutama menyorot pada laporan neraca dan laba/rugi (Sukmawati et al., 

2022). 

 Reformasi undang-undang keuangan negara di Indonesia membawa beberapa perubahan dalam sistem 

pengelolaan keuangan negara, salah satunya adalah munculnya model pengelolaan keuangan baru yang ditujukan  

kepada instansi pemerintah yang bertujuan menghasilkan barang dan/atau jasa kepada masyarakat secara langsung, 

model pengelolaan keuangan tersebut adalah Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/D). Pasal 1 ayat 2 Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyatakan bahwa, 

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan 
keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat 

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
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kehidupan  bangsa, sebagaimana diatur dalam PP ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan 

negara pada umumnya. Salah satu penyebab munculnya pola Badan Layanan Umum (BLU) karena adanya pandangan 

bahwa instansi pemerintah, sebagai penyedia layanan masyarakat selama ini tidak diberikan keleluasaan dalam 
melakukan pengelolaan keuangan. Seluruh pendapatan institusi harus disetorkan terlebih dahulu ke kas Negara 

sebagai PNBP kemudian instansi mengajukan rencana anggaran untuk dapat mencairkan dana tersebut. Sehingga 

terdapat asumsi yang mengatakan bahwa ada banyak potensi pemasukan yang seharusnya dapat langsung digunakan 

untuk pengelolaan instansi  terkait  tidak dapat dimaksimalkan.Sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor  

23 Tahun 2005, BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan 

keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat (Farwitawati, 

2020). 
 

3. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian menggunakan Literature review ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam 

mengenai hubungan antara kepatuhan pajak rumah sakit terhadap Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan 

dampaknya pada kinerja keuangan rumah sakit. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memperoleh dasar 

yang kuat untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut dan mengidentifikasi gap yang masih ada dalam literatur, serta 

memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan pajak dan kinerja keuangan rumah sakit. 

Proses penelusuran literatur dilakukan dengan memanfaatkan berbagai basis data daring, seperti Google Scholar, 

Garuda, dan perpustakaan digital universitas. Setiap sumber yang terpilih dianalisis secara mendalam untuk 

mengidentifikasi pola, hubungan antar variabel, serta temuan-temuan utama yang berkaitan dengan topik penelitian. 
Hasil-hasil penelitian terdahulu dibandingkan dan disintesis untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai 

faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi sistem akuntansi keuangan dan dampaknya terhadap optimalisasi 

pembayaran pajak di lingkungan rumah sakit. 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan rumah sakit terhadap kewajiban perpajakan, khususnya Pajak 
Penghasilan (PPh) Badan, memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan institusi kesehatan. Temuan ini 

menyoroti bahwa perubahan tarif PPh Badan berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets (ROA), namun tidak 

terhadap Return on Investment (ROI) dan Return on Equity (ROE), mengindikasikan bahwa efisiensi penggunaan aset 

lebih sensitif terhadap beban pajak dibandingkan dengan indikator lainnya. Selain itu, implementasi insentif pajak 

selama pandemi COVID-19 terbukti meningkatkan kinerja keuangan rumah sakit, dengan peningkatan pada ROA, 

ROE, dan Return on Capital Employed (ROCE) setelah memanfaatkan insentif tersebut. Pengetahuan perpajakan juga 

memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, di mana peningkatan pengetahuan perpajakan 

di kalangan manajemen rumah sakit dapat meningkatkan kepatuhan pajak, yang pada gilirannya berkontribusi pada 

transparansi dan akuntabilitas keuangan institusi. Namun, perbedaan hasil penelitian terkait pengaruh pengetahuan 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa faktor-faktor lain seperti kesadaran wajib pajak, 

pelayanan fiskus, dan sanksi pajak juga berperan penting. Secara keseluruhan, integrasi antara kebijakan perpajakan 
yang mendukung dan peningkatan kapasitas internal rumah sakit dalam mengelola kewajiban pajak mereka dapat 

memperkuat kinerja keuangan dan keberlanjutan operasional sektor kesehatan di Indonesia. 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan kajian literatur dan hasil penelitian, terdapat hubungan yang signifikan antara kepatuhan rumah sakit 

terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan kinerja keuangan institusi tersebut. Sektor kesehatan di Indonesia, yang 

mencakup rumah sakit publik dan privat, memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

penerimaan pajak negara. Rumah sakit privat, yang berorientasi pada profit, sangat bergantung pada penerimaan dari 

kegiatan operasional dan oleh karenanya harus mengoptimalkan semua aspek keuangan, termasuk memanfaatkan 

insentif pajak. 
Penelitian oleh Sholihati dan Kiswara (2024) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara PPh 

Badan dengan kinerja keuangan Return on Assets (ROA) setelah perubahan tarif pajak. Namun, tidak terdapat 

perbedaan signifikan antara PPh Badan dengan Return on Investment (ROI) dan Return on Equity (ROE)(Indiany et 
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al., 2017). Hal ini menunjukkan bahwa sebelum pandemi COVID-19, beban pajak yang dibayarkan cukup besar 

dibandingkan setelah pandemi, yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak.  

Selain itu, penelitian oleh Manullang et al., (2025) mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang wajib pajak 
berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara kesadaran wajib pajak tidak berdampak 

positif. Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan terbukti mempunyai dampak 

positif terhadap kepatuhan sebesar 15,2%, dan sisanya sebesar 84,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi. 

Implementasi sistem informasi akuntansi yang terintegrasi juga menjadi fokus penting untuk meningkatkan 

efisiensi administrasi dan kepatuhan fiskal. Transformasi digital dalam sistem akuntansi perpajakan rumah sakit dapat 

mempercepat proses pencatatan transaksi, meningkatkan akurasi data keuangan, dan mempermudah pelaporan pajak. 

Penelitian oleh Nadiva dan Safriantini (2024) menekankan pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan kepatuhan 

pajak dan memperkuat sistem kontrol internal melalui audit digital. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan rumah sakit terhadap PPh Badan memiliki 

dampak signifikan terhadap kinerja keuangan institusi. Faktor-faktor seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib 

pajak, dan implementasi sistem informasi akuntansi perpajakan memainkan peran penting dalam meningkatkan 
kepatuhan pajak di sektor kesehatan. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak rumah sakit tidak 

hanya akan meningkatkan penerimaan negara tetapi juga memperkuat stabilitas dan efisiensi keuangan institusi 

kesehatan. 
 

5. KESIMPULAN 
Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa sektor rumah sakit, sebagai bagian penting dalam sistem 

kesehatan nasional, memiliki tanggung jawab besar dalam hal kepatuhan perpajakan, khususnya terhadap Pajak 
Penghasilan (PPh) Badan, yang terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan institusi, terutama dalam hal efisiensi 

aset (ROA). Meskipun tidak semua indikator kinerja keuangan menunjukkan hubungan yang signifikan, pemanfaatan 

insentif pajak serta peningkatan literasi perpajakan di kalangan manajemen rumah sakit dapat memperkuat 

akuntabilitas fiskal dan operasional rumah sakit. Di sisi lain, transformasi digital dalam sistem akuntansi perpajakan 

turut berperan dalam mendorong kepatuhan melalui proses pelaporan yang lebih cepat, akurat, dan transparan. Dengan 

demikian, integrasi antara kebijakan fiskal yang mendukung dan penguatan kapasitas internal rumah sakit dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola keuangan yang sehat dan 

berkelanjutan dalam sektor kesehatan di Indonesia. 

 

6. SARAN 
Berdasarkan kajian terhadap hubungan antara kepatuhan pajak rumah sakit dan kinerja keuangan yang telah 

dipaparkan, disarankan agar pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Kesehatan, 

memperkuat sinergi dalam menyusun kebijakan fiskal yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan 

negara, tetapi juga pada penguatan kapasitas manajerial dan finansial rumah sakit, melalui optimalisasi insentif pajak 

yang selektif dan berbasis kinerja; selain itu, rumah sakit perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya 

dalam aspek perpajakan dan dengan memperluas cakupan insentif pajak bagi rumah sakit yang menunjukkan tingkat 

kepatuhan tinggi dan kinerja keuangan yang transparan, sekaligus memperkuat sistem pengawasan digital berbasis 

teknologi informasi agar pelaporan pajak lebih efisien, akurat, dan minim pelanggaran; selain itu, rumah sakit, baik 

publik maupun privat, perlu meningkatkan kapasitas internal melalui pelatihan berkelanjutan di bidang perpajakan 
dan akuntansi digital, agar tercipta kesadaran kolektif dan kompetensi teknis yang memadai dalam mengelola 

kewajiban pajak sebagai bagian integral dari tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada 

keberlanjutan pelayanan kesehatan. 
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